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Redaksi

Bilik Data
Logikanya begini, kalau kita
belanja di mall, apakah kita
boleh menentukan manajer
mall-nya? Kita ‘kan
shopping ilmu di perguruan
tinggi

Hlm. 6

SapuJagad UII
Pada saatnya nanti, jika orang
tua menyekolahkan anaknya ke
UII, mereka akan berkata:
“Saya harus bayar berapa, dan
apa yang bisa UII lakukan
untuk masa depan anak saya”.

Hlm. 13

Anatomi Salam Redaksi

media jurk@m dapat diakses di
www.psi-uii.com

www.pushamuii.org

Tentang Identitas dan Peranan
Mahasiswa UII

SUATU siang yang panas,
1978. Iring-iringan panser dari
selatan, yang tengah menuju
bunderan UGM, berhenti dan
mengarahkan moncongnya ke
kampus Cik Di Tiro, UII. Suasana
kian memanas. Aparat keamanan
posisi siaga. Para mahasiswa
sudah berada di dalam kampus.
Dengan menuruni anak tangga, H.
GBPH Prabuningrat, Rektor UII
saat itu, keluar berhadapan panser.
”Jangan masuk kampus UII. Ini
wilayah universitas. Ini UII ....”

Lapisan-lapisan peristiwa di
atas, dalam kesaksian A.F Junaidi
—staf pengajar FIAI UII, sebelum
tugas belajar ke Riyadh University
waktu itu— mengingatkan
kembali gerakan mahasiswa Jogja
1978. Kebijakan NKK/BKK dan
selanjutnya SKS menuai badai
demo Dalam diskusi di jurk@m,
A.F. Junaidi menghadirkan
kembali pledooi ”Mahasiswa
Menggugat”nya Maqdir Ismail,
gaya penulisan pers mahasiswa
”Muhibbah,” Prof. Dr. Dahlan
Thaib sebagai ketua Dema, Amir
Mu’allim yang masih menjadi
karyawan Fakultas Syariah, juga
penanda lain. Tegas Junaidi,
bahasa tidak cuma menunjukkan
bangsa, ia juga bersaksi atas
perubahan sejarah. Termasuk
bahasa ”mahasiswa UII” yang
dipredikati sangat radikal di
kalangan aktivis kampus lain.

Teks ”mahasiswa UII” ditulis,
dibentuk, dicatat, dikisahkan
kembali menjadi wacana, sebagai
politik kata-kata. Terdapat
pergeseran dari pesona kata-kata
menjadi kuasa bahasa. Semacam
panggilan suci untuk melibatkan diri
dalam identitas dan peranan di
panggung kemahasiswaan:
Mengembalikan teks demokrasi
sebagai bahasa yang mencerahkan
ummat.  Dan betapa heroik menjadi
”Mahasiswa,” kosakata yang
diciptakan Prof. Dr. Prijono, mantan
Mendiknas, sehingga kata ”setuden”
tahun 1950-an seketika karam.

Pembaca jurk@m yang mulia,
dengan latar inilah, kita akan
mendiskusikan ihwal mahasiswa
dalam konteks Pilrek UII. Apakah
mahasiswa adalah ”temporary
citizens,” atau dalam ungkapan
salah seorang narasumber adalah
pembelanja di mall? Ataukah,
identitas yang sarat beban
kesejarahan sehingga memengaruhi
praksis peranan mahasiswa yang
dimainkan? Dan ada apa dengan
kuota suara yang cukup signifikan
dalam Pilrek, yang dalam SMS
dihujat sebagai “kebablasan”?

Dari jurusan ini juga, ada
wawancara dengan Prof. Dr.
Amir Mu’allim, MIS dan Prof. Dr.
Edy Suandi Hamid, M.Ec, juga
“bahasa UII” kontemporer dari
Dr. Ir. Luthfi Hasan, MS. Dok,
dok,dok!

Arahan Strategis
Prof. Dr.  H. Amir Mu’allim, MIS

dan Prof. Dr. H. Edy Suandi
Hamid, M.Ec, dapat disimak di

web kami.
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Tajuk

Mengapresiasi Pilrek dalam konteks global —
beserta percepatan perubahannya— dengan
sendirinya merujuk sejumlah isu, yang sudah kerap
kita bahas. Semenjak meratifikasi WTO dan
perjanjian Putaran Uruguay melalui UU No.7 Tahun
1994, kita disibukkan agenda GATS (General
Agreement on Trade in Service), per 5 Mei 2005.
Inilah kabar yang berjawab demo berdarah seantero
jagad: Bahwa pendidikan adalah komoditas jasa
perdagangan. Kita sudah menerima request dari
enam negara yang siap invest layanan pendidikan
dengan ketidakmampuan kita mengajukan offer alias
“ekspor” bisnis pendidikan.

Sebaliknya, kampus dituntut isu krusial turunnya
jumlah mahasiswa baru secara signifikan.
Rekomendasinya sama: Perlunya kerja sama berbasis
Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan networking
di tingkat regional dan antarregional: Memperjelas
nilai dasar, visi dan misi, serta mendesakkannya ke
Depdiknas dan Senayan. Dokumen dimaksud adalah
perencanaan strategis. Nah, di sinilah arti pentingnya
penyampaian Arahan Strategis Calon Rektor. Dan
sebagai kerja team-work rektorat, seyogyanya juga
diumumkan nama-nama Wakil Rektor.

Tentang Arahan Strategik, dengan merujuk PS
(Perencanaan Strategis), kita bisa belajar pengalaman
Amerika Serikat. PS mulai digunakan 1950-an untuk
penganggaran dan meluas penggunaannya dengan

Jadi, Siapakah Wakil Rektor UII?

PENGHITUNGAN hasil
Pemilihan Balon Rektor UII

Periode 2006-2010
sudah ditetapkan dalam
Berita Acara KPP pada

Sabtu 4/2 lalu. Pada 15/
2 diumumkan Calon

Rektor. Selanjutnya, 18/
2, para Calon

menyampaikan Arahan Strategis.
Inilah proses yang kita apresiasi

dengan Roadshow Lintas-Fakultas.
Bekerjasama dengan DPMF, Insya Allah

agenda bersama sivitas akademika
direncanakan Senin 15/2 (FH, dibatalkan

mendadak), Kamis 16/2 (FE), dan Jumat 17/
2 (FTI). Business as usual.

nama PPBS (Planning-
Programming-Budgeting-System). Ketika Robert
McNamara menjadi Presiden Bank Dunia, PPBS
menyebar ke negara berkembang. Kita mengenalnya
dengan Repelita. Tentunya, PPBS mensyaratkan
stabilitas lingkungan serta pengendalian pusat
terhadap proses dan prosedur keorganisasian. Perang
Vietnam adalah kegagalan PPBS ditambah embargo
minyak dunia oleh Timur Tengah pada 1973. Resesi
ekonomi 1980-an yang memunculkan “resep”
restrukturisasi pemerintahan a la Bank Dunia dan
IMF —desentralisasi, deregulasi, dan privatisasi—
adalah kritik keras terhadap PPBS. Resep ini sukses,
kecuali di Indonesia dan Chile. Karena PPBS justru
bertahan di Indonesia daripada di negara asalnya dan
nyaris tak tersentuh arus reformasi (Soedarmono
Soejitno: 2001).

Artinya, bukankah Arahan Strategis ditindaklanjuti
dalam Rakorja (Rapat Koordinasi Kerja)? Bukankah
sosialisasi hasilnya adalah proses belajar sosial untuk
bersama membangun keunggulan UII? Bukankah
Rektorat adalah team-work plus Wakil Rektor?
Bukankah mahasiswa akan menggunakan hak
pilihnya? Bukankah kita sudah “membaca” kabar dari
langit: “Dan janganlah kamu seperti seorang
perempuan yang menguraikan tenunannya yang
sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai
kembali,” (QS. An-Nahl: 92).

Sungguh, kita pernah disibukkan PPBS yang
membenarkan patologi sistem: Cenderung
menghasilkan informasi daripada menerimanya,
lebih suka berbicara ketimbang mendengar, dan
kekuatannya justru ditentukan oleh kemampuannya
untuk tidak belajar. Misal, hanya berkata-kata dan
bukan dengan tindakan  nyata. Kurang lebih seperti
kinerja parpol dan parlemen, tapi bukan UII kita.
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Bilik Data

Dinamika yang sangat tinggi
terjadi, misalnya, pada 1967-
an. Saat itu, mahasiswa UII

sangat peduli dengan persoalan
nasional dan juga perkembangan
universitas. Mahasiswa sibuk
mengurusi permasalahan sosial
kemasyarakatan yang terjadi di luar
kampus dan bergabung dengan
teman-teman dari berbagai kampus
lain. Dinamikanya sangat tinggi,
karena perjuangan saat itu kental
sekali dengan nuansa ideologis,
dalam hal ini Islam versus nasionalis.
Namun demikian, mahasiswa juga
tetap bisa selalu aktif mengikuti
kebijakan universitas.

Peningkatan atau penurunan —
meski penggunaan istilah ini tidak
sepenuhnya tepat— gerakan
mahasiswa UII sangat tergantung
pada tantangan. Kalau terpaksa akan
dipetakan, maka pemetaan fluktuasi
tersebut bisa dimulai pada saat
hangatnya isu PKI. Ketika itu
mahasiswa begitu dinamis dan
perjuangannya lebih banyak di luar
kampus, benar-benar terjun, dan
terlibat bersama masyarakat. Setelah
PKI mereda, dinamika mahasiswa
dalam aktivitas kampus pun

lumayan mereda, minimal tidak
seperti sebelumnya. Dinamika pun
beralih ke dalam kampus.

Gerakan kembali meningkat
pada saat heboh kasus Malari
(Malapetaka Lima Belas Januari),
1974. Saat itu dimanika mahasiswa
UII kembali ke luar ‘kandang,’
bergabung dengan mahasiswa dari
berbagai universitas lainnya untuk
berjuang bersama. Dinamika
gerakan mahasiswa lumayan terlihat
sedikit mereda (paling tidak, secara
formal) ketika pemerintah Orde
Baru melakukan ‘penertiban’ dan
‘pembatasan gerakan’ melalui
kebijakan NKK/BKK.

Ketika pemerintah Orde Baru
menerapkan kebijakan NKK/BKK,
mahasiswa di manapun tidak ada
yang bisa menerima sepenuhnya
kebijakan tersebut. Demikian juga
mahasiswa UII. Pada saat
diterapkannya kebijakan NKK/BKK,
Syafaruddin Alwi tengah menerima
amanah sebagai Pembantu Rektor
III UII, yang menangani Bidang
Kemahasiswaan. Beliau membantah
bahwa pada era tersebut dinamika
mahasiswa UII mati. Mahasiswa UII
tetap menunjukkan dinamikanya,
hanya saja bentuk dan fokus
perjuangannya berbeda.

Namun ketika melihat
pemerintah Orde Baru sudah sangat
bobrok, maka gerakan mahasiswa
bangkit kembali. Kebangkitan ini
terjadi dalam skala yang sangat

besar, sebab hampir semua daerah
menunjukkan gejala sama. Gerakan
ini terus menguat, sampai kemudian
Soeharto jatuh.

Demikianlah dinamika gerakan
mahasiswa, khususnya mahasiswa
UII, yang dari waktu ke waktu tidak
pernah mati. Tanpa mengabaikan
salah satu, terkadang perjuangan
lebih banyak di luar kampus, tapi
terkadang juga lebih terfokus pada
apa yang terjadi di kampus sendiri,
tergantung bagaimana tantangan
yang ada.

Khusus dinamika di dalam
kampus, mahasiswa UII juga bisa
dibilang sangat dinamis. Mereka
selalu merespons kebijakan kampus.
Mahasiswa seringkali berperan
dalam proses ‘pembuatan
keputusan’ (decision making). Ini
bisa dilihat, misalnya, ketika gerakan
mahasiswa berperan untuk
menghidupkan kembali Badan
Wakaf pada 1969/1970 ataupun
mengoreksi sistem perkuliahan.
Yang belum lama terjadi, mahasiswa
menunjukkan dinamikanya dalam
kebijakan Semester Pendek.

Tentang konsep keterlibatan
yang ideal mahasiswa, menurut
Syafaruddin Alwi, tergantung
sistemnya. Yang jelas, sistem selama
ini selalu memberikan peran yang
kuat pada mahasiswa, namun tetap
tidak sampai taraf mendikte
kebijakan. Khusus dalam konteks
Pilrek UII, keterlibatan mahasiswa

Syafaruddin Alwi tentang
Gerakan Mahasiswa UII

DARI dulu sampai sekarang, secara umum, dapat dikatakan
bahwa mahasiswa UII selalu berada dalam kultur yang dinamis,
dengan perubahan dari satu waktu ke waktu lain. Perubahan
tersebut bisa pada fokus, style, maupun materi, yang
kesemuanya menyesuaikan tantangan yang dihadapi.
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diatur mengikuti sistem pemilihan
yang dipakai. Berkaitan Pilrek secara
langsung yang melibatkan
mahasiswa, beliau menegaskan
bahwa hal itu tergantung bagaimana
sistem mengatur. Sistezm tersebut
bisa saja berubah, tergantung apa
yang dipandang terbaik untuk
digunakan berdasarkan
pertimbangan situasi dan kondisi.

Sebagai perbicangan akhir,
Syafaruddin berpesan yang

mungkin bisa dijadikan acuan. Yang
ideal, dalam konteks internal, karena
merupakan bagian sivitas
akademika, maka mahasiswa harus
diberi ruang dan harus punya
kontribusi, pemikiran, dan harapan
terhadap proses akademik di
uiversitas dengan segala tantangan-
tantangannya. Mahasiswa harus
benar-benar matang di UII, sebab
merekalah ‘iron stock’ (cadangan
keras yang nanti akan memimpin)

masa depan bangsa ini. Sedangkan
dalam konteks eksternal, mahasiswa
harus selalu tanggap dan aktif dalam
merespons kondisi sosial yang
terjadi di luar, dengan berfungsi
sebagai ‘agent of social change’
dan ‘social control.’ Namun dalam
implementasinya, Syafaruddin
menekankan agar mahasiswa  tidak
boleh lupa untuk menampilkan corak
yang Islami, sebab yang mereka
bawa adalah nama UII.

Bagaimana konsep ‘student government’ dalam
sistem kelembagaan UII?
Student government dalam pengertian baku adalah
bagaimana lembaga mahasiswa mengurus aktivitas
kemahasiswaan sendiri tanpa ada instruksi atau
intervensi dari rektorat maupun dekanat.

Pada aspek apa saja mahasiswa bisa mengatur
dirinya sendiri?
Jadi Keluarga Mahasiswa (KM) punya Peraturan
Dasar, di situ ada yang relevan dengan visi-misi UII
seperti rahmatan lil’alamin, beraktivitas yang
berorentasi keislaman, kompetensi akademik, juga
kreativitas kemahasiswaan lainnya.

Termasuk masalah anggaran kemahasiswaan,
apa lembaga memiliki otoritas penuh?
O-ya, sudah sejak periode sebelumnya, keuangan
dikelola sendiri dengan rektorat sebagai pengumpul
dana dari mahasiswa. Sedangkan kesepakatan
nominal uang yang akan ditarik ditentukan bersama
dengan pihak rektorat, tapi atas dasar kepakatan dari
teman-teman lembaga.

Apa sih semangat student government itu,
terutama yang berlaku di kelembagaan
mahasiswa UII?
Semangatnya adalah independensi. Tidak ada
intervensi terhadap kebijakan kelembagaaan dari
rektorat.

Posisi student government dalam konteks Pilrek
kaitannya dengan jumlah suara 355 untuk
mahasiswa, bagaimana Anda menjelaskan?

Student government itu ‘kan menuntut adanya
partisipasi mahasiswa. Kita ingin terlibat dalam
pengambilan kebijakan di UII. Dalam pengertian posisi
mahasiswa, dalam konteks sekarang, ingin menjadi
subjek, dalam pengertian mahasiswa itu kita
asumsikan masih memiliki pemikiran yang ideal. Oleh
karenanya untuk keberlangsungan UII ke depan,
tentang apapun kebijakan UII yang menyangkut
kemahasiswaan, seharusnya melibatkan lembaga
mahasiswa. Dalam konteks itu, momentum Pilrek
secara konstitusi, ada di statuta menjadi bagian dari
sivitas akademika yang diinterpretasi dalam lembaga
kemahasiswaan. Maka sesungguhnya keinginan kami
sebenarnya tidak hanya dilibatkan sebatas memilih
Rektorat, ‘tapi pada kebijakan selanjutnya. Dengan
begitu posisi mahasiwa benar-benar dijadikan sebagai
entitas UII secara keseluruhan.

Keterlibatan mahasiswa dalam ranah politik
praktis oleh Said Tuhuleley dianggap ahistoris,
dianalogikan mahasiswa seperti orang yang
shopping di mall, sehingga menjadi aneh jika
mahasiswa punya hak menentukan manajer
mall. Komentar Anda?
Tergantung perspektif yang digunakan. Bagi saya,
mahasiswa sudah dewasa, sudah bisa membedakan
mana yang ideal. Saya yakin mahasiswa dalam
konteks ini tidak memiliki kepentingan apapun selain
bagaimana aspirasi-aspirasi mahasiswa diakomodir.
Jadi kalau ada pernyataan seperti itu, saya tidak sepakat
karena kita merupakan bagian UII sendiri, yang tidak
hanya sekadar ‘shopping’.

Asen Falakh tentang
‘Student Government’

[Bersambung ke hal 7]
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Said Tuhuleley tentang
Gerakan Mahasiswa UII

Tentang terjadinya gerakan
mahasiswa
Di mana-mana sama. Setiap terjadi
ketidakadilan atau proses demokrasi
kurang berfungsi dengan baik,
mahasiswa akan mengambil
peranan. Di Perancis, terjadi
pergolakan mahasiswa sejak tahun
60-an. Demikian juga Malaysia.

Seputar peristiwa 1977/1978
Pada tahun-tahun tersebut, di mana-
mana perjuangan mahasiswa sama.
Isu lokal hanya jadi pemanasan. Di
Jogja, misalnya, ada soal Sekda, tapi
nanti diarahkan ke dalam satu tujuan
yang sama. Perlawanan terhadap
Orba dimulai sejak tahun 1971, lalu
1974 (peristiwa Malari), 1977/1978,
dan puncaknya adalah 1998. Pada
tahun 1978, para Ketua Dewan
Mahasiswa bersatu. Gerakan
mahasiswa di setiap daerah biasanya
mengambil moment tertentu untuk
aksi bersamanya. Di Surabaya
tanggal 10 November, sedangkan
Jogja biasanya 10 Desember.
Bunderan UGM menjadi mimbar
bebas bersama, dan dari situlah

Bilik Data

perjalanan yang akan dilewati
ditentukan. Ketika terjadi heboh
peristiwa 1978, dan panser sudah
masuk, kami sudah ada di dalam.

Pemikiran gerakan mahasiswa
1977/78
Pada tahun tersebut, ada kesadaran
bahwa gerakan mahasiswa harus
dibersihkan dari anasir-anasir politik.
Tapi prinsip ini saya sadari
belakangan keliru. Sebab kalau ingin
sampai membuat presiden mundur,
maka tidak bisa steril seperti itu.
Tampaknya prinsip yang salah ini
kemudian memberikan inspirasi bagi
gerakan adik-adik kami di tahun
1998. Mereka berbaur dengan
masyarakat, dan kemudian bersatu
menjatuhkan Soeharto.

Imbas kebijakan NKK-BKK
Ada beda antara PTN dan PTS
tentang BKK, terutama pilihan
kelembagaan. UGM, IAIN, dan
UNY (dulu IKIP Yogyakarta, Red.)
harus menerima konsep
kelembagaan yang dikembangkan
pemerintah, tapi UII ‘kan swasta.
UII hanya meniru namanya saja;
nama dibuat mirip, tapi substansinya
masih seperti Dema. Buah NKK/
BKK, pemerintah malah tidak bisa
lagi mengontrol gerakan mahasiswa,
sebab gerakan tersebut ada di luar.

Peranan media dalam gerakan
Ada banyak media yang digunakan
untuk penyadaran, seperti
penerbitan majalah atau buletin dan
diskusi. Pada 1977/78 ada banyak
koran mahasiswa. Di Jogja ada
Gelora Mahasiswa (UGM) ,
Muhibah (UII), Derap Mahasiswa

(IKIP Yogyakarta), dan Arena (dulu
masih IAIN Suka). Di Jakarta ada
Salemba (UI), dan di Bandung ada
Integritas (ITB). Media ini sangat
besar pengaruhnya untuk
penyadaran dan pertukaran
informasi.

Tentang ‘Student Government’
Student Government sebenarnya
dikenalkan sekitar 1952 pada
jamannya Kusnadi Hardjosoemantri
dan Emil Salim cs. Mula-mula ekstra
kampus jauh campur ke dalam, lalu
pada era Orde Baru, dipukul keluar.
Namun ‘student government’ yang
ada sekarang tampaknya sudah
keluar dari pemaknaan pada saat
kelahirannya. Dulu memang ada
peristilahan yang dimunculkan
untuk desakralisasi lembaga
pemerintahan. Tapi efeknya kurang
bagus. Jadi sekarang seperti orang
nonton ketoprak, ada Presiden
Mahasiswa. Bahkan di UNY ada
Republik Mahasiswa, yang semula
adalah RMS (Republik Mahasiswa
Serikat). Munculnya pemahaman
seperti ini yang agak gawat, terjadi
pasca 1998. Setelah reformasi
pemahaman ‘student government’
jadi agak lain.

Pemaknaan ‘student
government’
‘Student government’ bagi saya
hanyalah organisasi biasa seperti
HMI dan sejenisnya. Konsep awal
student government adalah adanya
Dewan Mahasiswa dan Majelis
Permusyawaratan Mahasiswa. Dia
tidak terlepas dari universitas,
merupakan badan dalam universitas.
Pengangkatannya melalui SK
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Rektor, tapi diberi kewenangan
besar untuk mengelola dirinya
sendiri, dan ketika wisuda ada
sambutan Dewan Mahasiswa. Jadi
itu hanya organisasi biasa. Jangan
dimaknai sebagai sebuah
pemerintahan yang punya
kedaulatan. Ini nggak ada ceritanya,
sebab keluar dari asal mula
kemunculannya. Perubahan terjadi
karena euforia. Mahasiswa ingin
menafsirkan semua hal dengan
demokrasi politik.

‘Student government’ sebagai
kemandirian menyusun
anggaran sendiri
Anggaran dapat darimana? ‘Kan itu
dari dana yang dibayarkan orang tua
mereka untuk mereka kuliah. Kalau
mau mengatur anggaran sendiri,
nagih saja sendiri dari mahasiswa,
jangan pakai univeristas. ‘Kan yang
nagih universitas.

Tentang Pilrek Langsung
Di negara yang mengklaim diri
paling demokratis sekalipun, tidak
ada pilihan Rektor langsung. Yang
milih adalah Senat Guru Besar. Jadi
ada iklan, lalu pendaftarnya diuji
melalui fit and proper test tentang
apa yang akan dilakukan nanti jika
menjadi Rektor dan akan dibawa ke
mana universitas. Jadi ada konsep-
konsep demokrasi di masyarakat,
yang kemudian diambil ke dunia
kampus tanpa memperhatikan lagi
apa sebenarnya dunia kampus ini,
sehingga dunia kampus tidak ada
bedanya dengan negara”.

Pilrek Langsung di UII
UII terlalu jauh majunya. Di UNY
memang ada penjaringan dan
mahasiswa ikut milih pada tahap ini.
Tapi nanti pemilihannya pada Senat
Guru Besar. Dampak Pilrek
langsung berupa peluang permainan
politik dalam Pilrek menjadi sangat
besar. Kalau tidak ada penyadaran
ulang tentang ini, saya khawatir
bukan Rektor yang benar-benar
baik yang terpilih, tapi hanya sekadar
populer. Akibatnya Rektor juga akan
‘hati-hati’ dengan mahasiswa. Saya

heran dengan sistem UII. Kalau kita
mau meniru demokrasi, kenapa tidak
kita tiru demokrasi dalam proses
pendidikannya saja?

Pilrek langsung kurang layak
Tuntutan mahasiswa yang ingin
suara banyak terjadi karena
mahasiswa “menyamakan lembaga
politik di masyarakat dengan
lembaga pendidikan di universitas.”
Padahal ini lembaga pendidikan.
Logikanya begini, kalau kita belanja
di mall,  apakah kita boleh
menentukan manajer mall-nya?
Kita ‘kan shopping  ilmu di
perguruan tinggi, sehingga mereka
harus melayani kita dengan baik,
tapi bukan berarti kita boleh ikut
menentukan segalanya.

Pilrek sebagai pembelajaran
berdemokrasi
Kalau begitu logikanya, maka
pemilihan komandan tentara pun
juga harus pakai pilihan, untuk
belajar berdemokrasi. Tapi apakah
harus seperti ini? Jadi ada hal-hal
yang memang tidak bisa disentuh
oleh gagasan demokrasi secara
mutlak. Di Denmark, yang naluri

demokrasinya sudah sangat baik,
tidak ada pilihan Rektor langsung.

Demokrasi di Kampus
Demokrasi di kampus ada dalam
proses pembelajaran, seperti diskusi.
Dosen harus mau ditanya dan mau
berdiskusi dengan mahasiswa,
sehingga tidak seperti dulu lagi di
mana mahasiswa hanya menerima
saja. Jadi demokrasi di kampus
adalah demokrasi substantif pada
proses pembelajaran, bukan
demokrasi pada politisasi kampus.
Dan ini mungkin bukan arogansi,
tapi hanya euforia demokrasi.

Gerakan mahasiswa UII selama
ini
Gerakan mahasiswa UII dari dulu
terkenal radikal. Luar biasa
radikalnya. Tuntutan pemilihan
Rektor juga sama dengan kampus
lain. Tapi kalau di UGM ‘kan bisa
diatasi dengan regulasi BHMN,
sehingga ada wakilnya di MWA
(Majelis Wali Amanat).

Konstelasi gerakan mahasiswa
Jogja sekarang
Di satu sisi, menunjukkan bahwa
kita bisa menerima perbedaan.
Contohnya, dulu HMI hanya
kumpul dengan orang Islam saja,
tapi sekarang sudah terbuka, bisa
kerjasama dengan yang lain. Jadi
ada proses pendewasaan. Tapi sisi
kurang baiknya, ada euforia, sampai
semua simbol kenegaraan dibawa ke
kampus. Ada istilah Presiden,
Menteri Luar Negeri. Itu istilah, tapi
akibatnya buruk, karena orang jadi
seperti menonton ketoprak. Maka
lihat saja, pemilu mahasiswa
dimanapun, tidak sampai 10 persen
partisipasi mahasiswa. Selain itu,
keadaan ini juga merumitkan dari
segi gerakan, sebab sulit ditentukan
ujung pangkalnya. Pada tahun 1997
ada pertemuan dengan Pangdam IV
Diponegoro. Moderatornya SBY
(Presiden sekarang) dan ketika itu
ada dua belas orang yang diundang.
Kami mengatakan, “Pemerintah
tidak boleh represif lagi dengan
mahasiswa, sebab gerakan yang adaw
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sudah tidak jelas lagi siapa yang
menggerakannya.”

Elitisme gerakan mahasiswa
Gerakan apapun, selalu elit paling
sadar yang melakukan. Kalau jaman
dulu adalah elit terdidik. Motor
gerakan pasti kaum elit, tinggal
bagaimana mereka mengemas dan
menransformasikan isu.

Fluktuasi gerakan mahasiswa
sekarang
Setiap jaman terjadi seperti itu.
Gerakan 1966 radikal sekali, dan

setelah Soekarno turun ada proses
demokratisasi, meski bersifat
kosmetik. Ketika itu tercium,
mahasiswa radikal lagi. Jadi
tergantung kondisi politik. Gerakan
1998 ‘kan juga luar biasa radikalnya.
Kehendak rakyat seperti air bah.
Siapa saja yang bisa menyalurkan
ia akan mengikuti. Mahasiswa akan
berpengaruh, kalau jaringan politik
dan partai kurang berpengaruh.
Pada awal kelahirannya, Dema
sangat kuat. Tapi 1955 menurun
sedikit, karena partai politik cukup
bagus dan demokratis. Lalu bangkit

Dengan jatah 355 suara, mahasiswa menjadi
pemain dalam pergulatan politik di UII.
Bagaimana Anda menjelaskan keberadaan
mahasiswa yang berposisi sebagai kontrol
kebijakan rektorat? Apa sudah berubah?
Posisi kita tetap, tidak berubah. Misalkan ada kebijakan
yang menyimpang justru lebih mudah mengritisi
karena kita menjadi bagian yang ikut terlibat.

Tentang agenda kontrak politik kepada para
kandidat?
O-ya, ada. Saat ini di setiap fakutas sedang menjaring
aspirasi mahasiswa secara keseluruhan maupun
kelembagaan. Nah apa-apa yang diaspirasikan
mahasiswa dari tingkat fakultas, diakomodir di
kelembagaan fakultas kemudian kita bahas secara
integral di tingkatan KM UII. Adapun hal-hal yang
sangat urgen akan kita daftar, misal masalah KKN
(Kuliah Kerja Nyata), kenaikan uang  SPP yang tidak
transparan. Pada saat arahan strategis, kita coba
melihat komitmen masing-masing kandidat, apakah
mereka punya repon yang baik atau tidak.

Bagaimana jika ada kandidat yang, katakanlah,
tidak bersedia?
Ini akan menjadi bagian penilaian kami.

Jika ternyata masing-masing kandidat bersedia
melakukan kontrak politik, adakah kesepakatan
di internal mahasiswa untuk menentukan salah
satu kandidat, by name katakanlah?
Sebenarnya dari dulu ketika mahasiswa terlibat bukan
mengarah pada siapa yang akan dipilih. Permasalahan
bagaimana di setiap fakultas akan memilih, itu urusan

mahasiswa secara individu tapi dengan syarat tetap
menjaring aspirasi mahasiswa keluruhan. Jadi mereka
yang punya hak pilih tetap bertanggung jawab terhadap
pilihannya yang sesuai aspirasi mahasiswa yang
diwakilinya.

Ada upaya mengarahkan mahasiswa untuk
memilih satu satu kandidat?
Tidak ada sama sekali.

Bargaining apa yang Anda tawarkan untuk
melakukan kontrak politik?
Ya saya kira mahasiswa sudah memiliki frame sendiri,
rektor yang berpihak itu yang menjadi pointer sendiri
bagi mahasiswa untuk memilih. Jadi, dari situ aja
sudah cukup.

Bagaimana bentuk kontrak politiknya?
Per tema, kemarin kami sudah rapat. Jadi nanti
kontraknya berisi beberapa poin, terutama kebijakan-
kebijakan yang terkait kemahasiswaan, visi keislaman,
rektor ke depan apakah mampu menjawab atau
mersepons masalah keummatan, termasuk bagaimana
peran UII dalam memengaruhi kebijakan pemerintah.
Hal ini berdasar kenyataan bahwa selama ini peran
tersebut tidak terlihat. Sedangkan masalah internal UII
akan mengacu pada hal-hal konkret seperti
permasalahan infrastruktur atau fasilitas pembelajaran,
biaya atau SPP, dalam hal keislaman seperti LPPAI
(Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Agama
Islam) UII perlu dirumuskan kembali seperti apa agar
lebih efektif melakukan internalisasi nilai-nilai keislaman
kepada mahasiswa.

Asen Falakh, Ketua Umum DPM UII. Wawancara
berlangsung di Kantor DPM UII, Jumat 10/2 2006.

[Sambungan dari hal 4]

Asen Falakh tentang‘Student Government’

lagi setelah merasa Orde Baru tidak
memuaskan. Puncaknya pada 1978
ia dipukul habis. Lalu 1998 bangkit
lagi. Tahun 1967, setelah
mahasiswa menang, terjadi euforia,
tapi dengan style berbeda. Ini adalah
situasi sesaat yang nanti akan ada
penyadaran sendiri

Said Tuhulele, aktivis gerakan
mahasiswa 1978. Sekarang Ketua
LP3 dan PR I UMY. Wawancara

berlangsung di kantor LP3 UMY,
Kamis 10/2 2006.
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Tentang tugas Rektor UII 2006-
2010 kaitannya dengan
reorganisasi
Rektor dan reorganisasi dipahami
dalam kerangka untuk memperbaiki
kinerja. Harapan saya, dalam
konteks reorganisasi, Rektor yang
terpilih mampu membawa
perubahan di UII. Tentu saja
perubahan yang saya maksud dalam
arti umum, menyangkut mekanisme
kerja maupun iklim kerja, yang pada
akhirnya dapat melahirkan hasil kerja
yang berkualitas.

Tentang reorganisasi dan
problem UII
Saya kira, perubahan melalui
reorganisasi ini kita maknai sebagai
proses.

Tentang kebijakan peningkatan
kualitas pendidikan
Untuk dosen, bagaimana mereka
dapat membangun kompetensi
keilmuan sesuai dengan keahliannya
secara simultan. Itu dapat
bermanfaat untuk dosen sendiri,
dalam kenaikan pangkat, karir, dan
jabatan misalnya, dan untuk ummat,
yaitu dapat diketahui keahlian dan
kemampuan dan kepakaran yang
dimiliki oleh masing-masing dosen.

Tentang tugas belajar
Tugas belajar itu merupakan salah
satu cara untuk menggapainya,
bukan satu-satunya.

Tentang karyawan
Masing-masing bidang harus
ditangani oleh orang yang ahli.
Misal, jika menekuni bidang
keuangan, maka bidang itulah yang
harus ditekuni. Sekarang ini,
dengan adanya mutasi itu bisa jadi
berarti positif untuk menambah
pengetahuan dan pengalaman,
tetapi juga bisa berdampak negatif
jika akhirnya spesifikasi keahlian
karyawan menjadi tidak fokus.
Karena tugas karyawan kan lebih
pada aspek operasional. Jika tenaga
operasional itu keahliannya gado-
gado (campuran) maka ibarat
orang memperbaiki mesin akan
gagap.

Tentang kenaikan gaji karyawan
dan peningkatan kinerja
Ya itu salah satunya. Tetapi
membangun budaya kinerja itu kan
tidak hanya dengan kenaikan gaji,
tetapi bisa dengan budaya
kebersamaan, akhlak dan
kepribadian yang baik. Saya kira
konsep Islam sudah bagus dan perlu

dikembangkan. Misal, komunikasi
antara sesama melalui salam itu
sangat perlu dijalankan untuk
menunjukkan penghargaan kita pada
orang lain. Jadi reward itu tidak mesti
diterjemahkan secara materiil tetapi
dapat berarti pelayanan dan
komunikasi antara arus atas dan
arus bawah. Jadi “ngewongke”
dalam istilah Jawa itu merupakan
reward.

Tentang pensiun dini
Pensiun dini itu kan dikonstruk
untuk menciptakan tenaga pelayan
yang profesional. Tetapi
kemampuan seseorang itu ‘kan
tidak harus diposisikan seperti itu.
Katakanlah jika ada seorang
karyawan yang memiliki
kekurangan, kan dapat ditutupi
dengan ditraining atau dikarantina
untuk memperdalami keahliannya.
Tidak hanya dites! Tes itu kan
hanya sesaat dan tidak berorientasi
pada peningkatan kinerja. Karena
pada saat mereka diangkat menjadi
karyawan ‘kan ada standarisasi,
tinggal pengembangan mereka.
Artinya, bagaimana karyawan tidak
merasa kecil hati, terpinggirkan,
dan ada gairah kerja dengan
memberi support dan sugesti. Jadi
prinsip mubasysyirin yang harus
ditekankan bukan wa mundzirin.
Kalau pensiun dini itu kan
mundzirin.

Amir tentang Mu’allim
Pada Jumat 10/2 lalu, di Sekretariat Tim Monitoring, kami
mewawancarai  Prof. Dr. H. Amir Mu’allim, MIS. Pak Amir,
kelahiran Kebumen (Jawa Tengah) 5/10 1954, menyelesaikan
S3 Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2003, dengan Disertasi “Yurisprudensi Peradilan Agama
(Studi Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan
Agama se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama
Semarang, 1991-1997).” Pembawaannya yang sejuk dan
santun membuat perbincangan kami merasa nyaman. Banyak
statement yang sebenarnya “keras,” tetapi mampu disampaikan
dengan bersahaja oleh “Profesor swasta murni” ini. Artinya,
guru besar yang merintis karir di UII dari karyawan honorer,
birokrat, dan dosen.

SapuJagad UII
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Tentang program tahun pertama
Pertama, membreakdown desain
kerja dan mempelajari tahapan-
tahapan yang telah dijalankan
Rektorat periode sebelumnya. Kedua,
membangun sinergi antar stakeholder
di UII ini. Ketiga, memetakan dan
merumuskan dalam program kerja
dan rencana strategis untuk
mengembangkan UII ke arah lebih
baik. Dan itu yang menjadi tolok ukur.

Tentang kontrak politik
Jangan sampai ada pemaksaan
dalam kontrak politik. Harus dilihat
dari isinya. Jika kontrak tersebut
berfungsi untuk mengawal dan
mengontrol implementasi program,
saya kira bagus. Tetapi jika menjadi
bumerang dan seolah-olah sepihak,
saya kurang sepakat. Yang kita
bangun adalah semangat kolegial
dan kontrak bukan barang mati.

Intinya, saya sepakat dengan kontrak
politik sebagai pengawal bukan
sebagai pressure. Ini harus dibedakan
supaya program kerja dapat
terlaksana dengan baik. Mahasiswa
yang memiliki potensi besar harus
dilibatkan secara bersama-sama
untuk membangun UII.

No Lokasi 
Pemilihan 

Tiga Besar Bakal  
Calon Rektor 

Perolehan 
Suara  % 

1 Edy Suandi Hamid 40 suara 45.5  % 
2 Amir Mu’allim   15 suara 17.1  % 

1 Kantor Pusat 

3 Luthfi Hasan   14 suara 16.9  % 
1 Edy Suandi Hamid 89 suara 70  % 
2 Luthfi Hasan   17 suara 13.4  % 

2 Fakultas 
Ekonomi 

3 Amir Mu’allim  10.5 suara 8.3  % 
1 Jawahir Thontowi 26 suara 30.8  % 
2 Edy Suandi Hamid 24,5 suara 28.9  % 

3 Fakultas Hukum 

3 Luthfi Hasan 18 suara 21.3  % 
1 Edy Suandi Hamid  34,5 suara 39.7  % 
2 Widodo 17 suara 19.5  % 

4 Fak. TSP 

3 Luthfi Hasan 14 suara 16.1  % 
1 Edy Suandi Hamid 37,5 suara 44.1  % 
2 Luthfi Hasan 12 suara 14.1  % 

5 Fak. Tek.Industri 

3 
Amir Mu’allim dan  
R. Choirul saleh 

Masing-
masing  
9 suara 

10.6  % 

1 Amir Mu’allim 47,5 suara 85.6  % 
2 Luthfi Hasan 2 suara 3.6  % 

6 Fakultas IAI 

3 

Edy Suandi Hamid,  
Imam Efendi, 
Jawahir Thontowi, 
Moh. Mahfud MD., 
Muslich KS. 

Masing-
masing  
1 suara 

1.8  % 

1 Edy Suandi Hamid 38 suara 64.9  % 
2 Luthfi Hasan 8,5 suara 14.5  % 

7 F.Psi/FK/Fisibud 

3 Dahlan Thaib   3 suara 5.1  % 
1 Edy Suandi Hamid 20 suara 57.9  % 
2 Widodo  6 suara 17.4  % 

8 F.MIPA 

3 Moh. Mahfud MD.  3 suara 8.7  % 
 

Tiga Besar Perolehan Suara Pemilihan
Bakal Calon Rektor UII
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Tentang tugas Rektor UII 2006-
2010 kaitannya dengan
reorganisasi

Reorganisasi itu satu masalah,
ada atau tidak ada kita tetap
menghadapi    persoalan yang pelik.
Reorganisasi sebenarnya salah satu
cara untuk memecahkan persoalan.
Persoalan pertama adalah terjadinya
penurunan pendaftar mahasiswa
yang kuliah di UII, begitu juga her-
registrasi menurun. Hal itu sudah
terjadi sejak 2002. Implikasinya
adalah kalau kita ingin, katakanlah,
outputnya berkualitas, kita harus
mengurangi jumlah mahasiswa
yang diterima, karena yang diseleksi

sekarang semakin terbatas
jumlahnya. Tetapi kalau kita
mengurangi jumlah mahasiswa
yang diterima, implikasinya akan
mengganggu keseimbangan UII.
Atau, akan mengganggu
pengembangan akademik di UII,
karena sumber dana kita ada di sana.
Saya kira reorganisasi kita
tempatkan pada sebagian untuk
mendukung itu, akhirnya kita
mengurangi standar kualitas input.
Konsekuensinya proses akademik
harus ditingkatkan. Nah untuk
mendukung proses ini kita
membutuhkan antara lain
reorganisasi. Di samping juga untuk
meningkatkan efisensi dan
memberdayakan potensi yang ada
di UII. Setidaknya masalah itu yang
utama kita rasakan sejak beberapa
tahun terakhir ini.

Sedangkan yang kedua, kita
melihat masalah iklim kerja. Ini
masalah besar kita. Iklim kerja harus
kondusif, semua komunitas UII

seharusnya bersama-sama fokus,
concern terhadap upaya pemecahan
masalah ini. Tolong diluruskan kalau
kacamata saya keliru. Tetapi saya
melihat banyak teman-teman yang
berpandangan sama. Iklim kerja kita
tidak begitu kondusif dalam
beberapa tahun terakhir ini.

Tentang reorganisasi dan
problem UII

Reorganisasi itu ‘kan konsep.
Untuk mengimplentasikan harus
dikondisikan terlebih dahulu. Ketika
misalnya konsep yang bagus itu
ingin diterapkan sedangkan, di sisi
lain, iklim kerja belum kondusif
maka akan terjadi resistensi, apapun
konsepnya. Kalau tidak terjadi kerja
sama di antara komunitas UII, maka
akan sia-sia. Yang saya lihat saat ini
terjadi beda pandangan antara pola-
pola kepemimpinan dengan
karyawan. Itulah agenda yang perlu
kita selesaikan, yaitu bagaimana
iklim kerja yang kondusif tercipta

Edy tentang Suandi Hamid

Pada Jumat 10/2 lalu, di kantor Redaksi Unisia, kami
mewawancarai  Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec. Pak Edy,
kelahiran Tanjung Enim (Sumatera Selatan) 11/12 1957,
menyelesaikan Disertasi dalam bidang ekonomi Universitas
Gadjah Mada Yogyakarta dengan sandwhich program pada
Monash University Melbourne, Australia, awal 2003, dengan
Disertasi “Indonesia on ASEAN Economic Cooperation: The
Impact Tariff Reduction on Indonesia on Inovation Impact,” yang
tengah naik cetak menjadi buku. Disertasi yang dibantu
pembiayaannya oleh The Asia Foundation ini sangat dirujuk di
Pansus DPR RI ketika membahas UU No. 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan daerah, terutama “fatwa” Pak Edy mengenai
pentingnya unsur Indeks Pembangunan Manusia dalam
pembagian DAU (Dana Alokasi Umum); sebuah prestasi
Indonesia, karena dalam kebijakan budgeting APBN negara
manapun belum ada variabel human Development Index-nya.

SapuJagad UII
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kembali, yang bersama-sama akan
memecahkan persoalan di UII.
Reorganisasi itu tahapannya sudah
jelas.

Tentang langkah kongkret
peningkatan kualitas pendidikan

Tadi sudah saya katakan bahwa
proses akademiknya harus
ditingkatkan karena input kita sudah
jelas menurun secara kualitas.
Taruhlah kita asumsikan, kita tidak
bisa mengendalikan penurunan itu,
walaupun nanti ada upaya-upaya ke
sana.  Kompetensi personal harus
ditingkatkan pula. Misalkan dalam
proses belajar-mengajar yang kita
anggap sangat mikro, bukan hanya
tujuan UII, tetapi tujuan perundang-
undangan. Saya ingin menerapkan
atau merencanakan proses belajar-
mengajar untuk dipantau. Katakan
untuk satu mata kuliah, nanti ada
yang memantau, mulai dari silabi,
proses belajar mengajar, kehadiran.
Jadi ada evaluasi kompetensi
internal. Meskipun pemerintah akan
mengevaluasi juga, tetapi evaluasi
yang paling baik adalah dari kita
sendiri. Oleh karenanya dalam
stategic planning, saya masukkan
program ini. Selain itu juga
memrogramkan tugas belajar bagi
para dosen. Saya punya pengalaman
begini, saya sangat prihatin dosen-
dosen di Fakultas Ekonomi jabatan
akademiknya rendah, kemudian saya
panggil secara individual, saya
berikan gambaran, ternyata sangat
signifikan kenaikan pangkatnya.
Silakan dilihat datanya. Semenjak itu
mereka growing-up.

Tentang aspek kinerja karyawan
Fungsi karyawan seperti staf,

karena tanpa karyawan UII nothing.
Kita tak bisa apa-apa. Jangan lupa
historis UII, tidak akan ada dosen
kalau tak ada karyawan. Jadi
karyawan harus dioptimalkan.
Mereka ini job-nya sudah jelas,
pelatihan-pelatihan untuk
peningkatan kinerja sudah bagus.
Tetapi tanpa iklim kerja yang baik
tidak akan mendapat hasil yang baik.
Nah, iklim kerja yang baik ini

merupakan prakondisi syarat
keharusan (necessary condition).
Selama empat tahun terakhir ini
karyawan resah, baik dengan
adanya pensiun dini, dan lain-lain.
Dengan iklim kerja yang tidak
kondusif, bagaimana karyawan
dapat bekerja secara baik. Kita harus
menjawab mengapa iklim kerja tidak
kondusif.

Tentang kesejahteraan
karyawan

Kita semua melihat, masalah
kesejahteraan karyawan juga bagian
yang bisa  menciptakan
ketidaknyamanan dalam kerja. Kalau
misalnya penerimaannya sangat
njomblang, katakan relatif, secara
riil mengalami penurunan tidak
hanya karyawan, dosen juga kita
pikirkan. Kita akan meneliti real
income dosen dan karyawan.

Tentang mengatasi budaya
transaksional (obah bokong duit)

Kita lihat dan kaitkan dengan
management based performance.
Kita melihatnya berbasis kinerja. Jadi
kita tidak ingin semuanya dihitung
dengan uang. Ketika saya diusulkan
(maju Pilrek) oleh teman-teman, niat
saya jelas bukan uang, tetapi saya
mau beribadah. Filosofi itu juga
yang ingin saya munculkan di UII.
Kita harapkan, tidak kurang income
tapi itu bukan satu-satunya tujuan.
Jadi kita ingatkan kembali cita-cita
founding father UII. Maka ketika
membuat ini, saya baca “Sejarah
Dinamika UII” tetapi tanpa
mengorbankan kebutuhan pokok
mereka.

Tentang popularitas dan banyak
link

Saya kira saya tidak over
estimate. Saya biasa-biasa saja.
Barangkali jika dibandingkan
beberapa SDM yang ada di UII,
mungkin. Tetapi saya tidak mau
takabur. Nanti orang berharap
banyak, ternyata tidak sesuai. Tetapi
secara relatif insya Allah, saya
punya jaringan yang bisa saya
manfaatkan. Jika dulu, karena saya

tidak dimanfaatkan di sini (UII red),
saya main di luar. Jangan lupa juga,
bukan hanya saya, teman-teman kita
di UII juga banyak jaringannya.
Tinggal bagaimana mereka yang
punya jaringan luas bisa bersama-
sama mendukung UII. Jangan
malah berkonflik dengan mereka.
Pimpinan harus merangkul mereka
yang punya jaringan.

Tentang program tahun pertama
Kita memperbaiki proses

akademik. Saya akan langsung
mengevaluasi kompetensi dosen. Ini
‘kan prakondisi, selanjutnya kita
lakukan transisi pelaksanaan
restrukturisasi. Setelah iklim berjalan
3-4 bulan pertama, baru membuka
jejaring keluar. Sebenarnya banyak
sekali peluang, katakanlah proyek
penelitian. Teman-teman dari
organisasi lain asal baca koran bisa
memanfaatkan itu. UII ini cukup
besar dan dikenal di lembaga-
lembaga funding international.
Bahkan di UII sendiri banyak
peluang. Kita me-menej potensi yang
ada. SDM kita bagus, tapi
manajemen SDM perlu ditingkatkan.
Anda dari PSI, misalkan, selama ini
apakah pernah muncul wacana-
wacana berkaitan masalah Islam
kontemporer dari PSI. Padahal kita
punya Aden Wijdan, Amir Mua’lim,
Yusdani, dan banyak lagi yang
pintar, tetapi tidak kita optimalkan.
Orang bicara Islam liberal,
pluralisme, munculnya wacana tidak
dari kita. Kemudian orang ribut
tentang karikatur nabi Muhammad
Saw. Kita hanya sebatas memasang
poster. Kita tidak pernah membuat
fatwa atau gambaran yang
diperhitungkan oleh khalayak. Sekali
lagi, bukan karena tidak memiliki
SDM, tetapi masalah manajemen
SDM kita.

Tentang kontrak politik
Tanpa kontrak atau dengan

kontrak, sepanjang itu baik, sepuluh
kontrak pun akan saya tanda
tangani. Saya melihat tidak ada yang
jelek asalkan berada dalam koridor
aturan main yang ada.
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SapuJagad UII

Realitas UII
Yang paling menonjol dari

kondisi UII adalah bahwa UII belum
punya budaya organisasi yang
mantap, masih terlihat acak-acakan.
Tapi, reorganisasi di UII itu juga
tidak mudah. Ketika reorganisasi
dicanangkan pada 2002, banyak
yang menyambut baik. Namun tetap
saja pelaksanaan reorganisasi
menghadapi banyak hambatan,
terutama ‘conflict of interest.’ “Di
manapun, perubahan itu berat,” ia

menandaskan, dengan memborong
buku “Change!”-nya  Rhenald
Kasali, PhD. untuk dibagikan kepada
para dekan, agar mereka juga sadar
tentang arti penting perubahan.
“Berubah atau mati”, kata Kasali.

Namun mengawal reorganisasi
memang membutuhkan energi yang
besar, baik pikiran maupun ‘hati.’
Selain itu, dengan umurnya yang
setua ini, ternyata UII belum
memiliki aset yang kuat. UII tidak
mungkin terus-terusan

menggantungkan pada finansial SPP
mahasiswa, sebab impossible. UII
harus punya ‘revenue’ sendiri.
Berangkat dari pemikiran inilah ia
menggagas JIH (Jogja Interrnational
Hospital) yang nantinya diharapkan
menjadi salah satu sumber
pemasukan UII.

Pengelolaan
Di era sekarang, terlebih bagi

universitas swasta, sistem
pengelolaan gaya ‘corporate’ sudah
fardlu ̀ ain dilakukan, sebagaimana
ITB. Universitas harus dikelola
secara bisnis. ‘Bisnis’ di sini berarti
hemat, menyampaikan yang terbaik
pada customer, efisien, efektif,
perhitungan, jangan boros, dan
sejenisnya. Jadi bisnis di sini bukan
berarti ‘industrialisasi pendidikan’
sebagaimana kerap disalahpahami
selama ini. Bahkan menurutnya,
universitas harus tetap berprinsip
non-profit. Kalau bisa malah ambil
sumber dana dari luar. Universitas
mirip proses industri manufacture,
sehingga pengelolaannya ya kurang

Luthfi tentang
Hasan
INI bukanlah ‘apalogia pro vita sua,’
meminjam Sokrates (470-399 sM). Ini sisi
lain yang mungkin pernah kita dengar.
Jujur bahwa banyak orang, bahkan
sejumlah kolega di Forum Rektor ketika
akan merekomendasi Depdiknas tentang
neoliberalisme pendidikan di Indonesia,
yang mengapresiasi beliau secara simpatik. Dr. Ir. Luthfi
Hasan, MS. adalah Rektor UII yang ulet, visioner, dan
berwawasan jauh ke depan. Beliau bahkan rela
mengorbankan waktu dan karir akademiknya demi UII, untuk
kampus perjuangan. Selama empat tahun menjabat Rektor,
tak satu pun paper dalam bidang ilmunya yang sempat beliau
tulis, sehingga karir akademiknya tidak meningkat. Sejak
terpilih pada 2002, beliau langsung menekuni ‘higher
education management,’ dan pernah ditunjuk British Council
ke Inggris dan Singapura untuk berdiskusi manajemen
pendidikan tinggi.
Berikut ini sekadar rekaman kecil atas kinerja dan idealita
yang luar biasa yang berhasil terekam. Banyak hal yang layak
ditindaklanjuti untuk UII ke depan.
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lebih seperti itu. Hanya saja,
keduanya memiliki perbedaan: Kalau
di industri yang diutak-atik barang,
di universitas ‘learning process’ dan
pembentukan karakter. Dalam
masalah ini, ia sudah tidak lagi
berbicara ‘human resources’, tetapi
lebih jauh, yaitu ‘human capital’
Yang dimaksud ‘capital’ adalah para
dosen yang didukung tatakelola
sebaik mungkin, dengan ‘reward
and punishment’ agar kinerjanya
selalu prima.

Tantangan UII
Tantangan UII ke depan sangat

‘complicated.’ Era globalisasi,
masuknya perguruan tinggi asing
dan banyaknya universitas swasta
di Jakarta yang didirikan dengan
dana triliunan, akan semakin
memperumit persaingan. Begitu
lulusan UII tidak memiliki
keunggulan (advantages), maka
habislah riwayat UII. Di Barat, jika
ada lulusan yang tidak mendapat
tempat yang layak, maka yang jatuh
perguran tingginya. Pada saatnya
nanti, jika orang tua menyekolahkan
anaknya ke UII, mereka akan
berkata: “Saya harus bayar berapa,
dan apa yang bisa UII lakukan
untuk  masa depan anak saya”.
Iklim yang seperti ini tidak bisa kita
tolak atau hindari.

Upaya yang Dilakukan
Melihat ganasnya kompetisi

dengan perguruan tinggi lain,
fokusnya adalah upaya untuk
meningkatkan kompetensi lulusan.
Merasa bertanggung jawab terhadap
lulusan, maka didirikanlah Alumni
Career Center. Sementara di bidang
IT, ia telah mengirim surat ke semua
fakultas agar karya-karya ilmiah
mahasiswa dan dosen diformat
dalam ‘soft-data’ dan juga
dimunculkan di website. Minimal
abstraknya, agar nanti bisa dilihat
dan dimanfaatkan oleh orang di luar
UII. SKH Kedaulatan Rakyat juga
sudah menyanggupi ajakan
kerjasama darinya untuk
menampilkan karya orang UII yang
berguna bagi masyarakat.

Strategic Plan yang belum selesai
Penyusunan strategic plan 2002

bukan empat tahun, tapi bisa sepuluh
tahunan. Sampai hari-hari akhir
masa jabatannya, strategic plan ini
banyak yang belum selesai
direalisasikan, sebab berjangka
panjang, seperti ‘vision.’ Yang
cukup penting adalah pembinaan
leadership. Orang UII kurang
terdidik kemampuan manajerial. Para
dosen itu ‘kan sebenarnya ilmuwan.
Tapi ini adalah tuntutan manajemen

yang baik. Apalagi di UII adalah
Islamic leadership management,
sehingga harus ada konsep yang
dibuat.

Jabatan rektor
Jabatan rektor adalah ‘co-

organizer’. Jabatan ini bersifat
‘manajerial-akademik’, sehingga
seorang rektor harus memiliki
kemampuan manajerial yang bagus.
Jabatan rektor itu bukan jabatan
politik, tapi murni manajerial-
akademis.

Pilrek Langsung
Berkaitan Pilrek langsung

dengan kondisi konstituen sekarang,
ia mengkhawatirkan akselerasi laju
UII akan mengalami hambatan
karena adanya perubahan
paradigma. Jika tidak hati-hati,
Pilrek sekarang bisa mengarahkan
jabatan rektor sebagai jabatan
politik. Kalau ini sampai terjadi, maka
akan kurang baik, sebab nanti akan
timbul persoalan seperti ‘like and
dislike,’ pembentukan opini, atau hal
lain yang lazim dalam politik praktis.
Keadaan ini bisa menjadi tantangan
tersendiri bagi rektor terpilih nanti.

Untuk Pilrek kali ini, ia tidak bisa
memberikan nasihat banyak bagi
para konstituen. Sebab dengan
konstituen yang beragam akan
memiliki pandangan yang beragam
pula. Ia lebih suka mengajak
kontemplasi secara tenang dan
jernih, memikir ulang proses yang
tengah berjalan. Tapi ada tiga kata
yang bisa ia pesankan, “Pilihlah
dengan nurani,” meskipun tidak
menyelesaikan masalah.

Debat Kandidat dan Kesadaran
Konstituen

Kalau ingin diterapkan pemilihan
langsung yang didahului debat
gagasan antar-calon, ia sangat
mendukung, asalkan ‘fair-play’-nya
benar-benar terjamin. Pilrek
langsung oke-oke saja, asalkan
konstituen sudah sadar betul akan
tantangan UII sekarang dan tahu
konsep yang ditawarkan masing-
masing kandidat. Jika sistemnya
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sehat, akan ada pertarungan konsep
yang fair, sehingga pemilih bisa
memutuskan konsep yang paling
bagus. Tapi kalau dikacaukan lagi
prinsip ‘like and dislike’ atau
“pokok-e”, maka ya sudah tidak
akan ada gunanya lagi.

Demokrasi Kampus
Di samping mendukung

demokrasi di kampus, ia
mengingatkan bahwa demokrasi
banyak variannya dan tidak pernah
bicara baik atau tidak baik. Kalau
demokrasi diartikan seluas-luasnya,
tampaknya tidak cocok untuk
kampus. Seandainya akan
mengambil demokrasi yang bagus
dan kondusif untuk kemajuan
kampus, maka istilah tersebut tidak
boleh dipotong. Harus ada
penyesuaian tertentu dengan kondisi
kampus, sehingga menjadi
‘demokrasi kampus’.

Dengan ide-ide yang sangat
tajam dan berwawasan jauh ke
depan, dengan style manajemen
yang dipegang teguh, mengingatkan
kita pada jurusan manajemen
beberapa ‘world-class top
universities’, terutama Harvard yang
sampai kini masih menduduki
peringkat terbaik dunia (lihat
Jurk@m edisi 2). Tapi menjadi aneh

dan kontroversial untuk ukuran
mayoritas warga UII, terutama yang
masih berparadigma konvensional.
Ide yang terlalu cerah memang dapat
membuat orang lain silau dan
cenderung disalahpahami. Luthfi
Hasan mengakui bahwa apa yang
dicanangkannya bukan saja kurang
dimengerti, tapi juga terkadang sulit
dipahami oleh mereka yang tidak
betul-betul tanggap akan ganasnya
‘rimba’ kompetisi di luar UII.

Lantas, mengapa tidak
dikomunikasikan sampai ke level
grass-root? Bukankah ini bisa
menjadi bukti lemahnya
kepemimpinan? Beliau pun
menyampaikan ’pleidooi’’nya,
bahwa ”Tidak semua kebijakan dan
masalah harus dikomunikasikan ke
semua pihak, sebab ini akan menyita
energi tersendiri, sedangkan UII
harus melaju cepat”. Adakah di
antara Pembaca jurk@m yang
setuju?

Luthfi Hasan bukannya tidak
tahu bahwa apa yang dilakukan
selama ini bisa menyebabkan
popularitasnya menurun di sejumlah
pemegang “suara” dalam Pilrek UII.
Beliau sangat sadar bahwa kebijakan
yang diambil terkadang kurang
populis dan resikonya adalah kurang
disukai. Namun sejak awal

menerima amanah sebagai Rektor,
beliau hanya ingin berusaha berbuat
terbaik untuk UII, baik di masa kini
dan –terutama— yang akan datang.
Selama itu baik untuk UII, kebijakan
akan diambilnya tanpa ragu-ragu.
Sebuah prinsip yang tentunya
membutuhkan keberanian
menempuh resiko, totalitas, dan
kecermatan tinggi, serta rentan
untuk disalahpahami.

Luthfi tentang Hasan pun
menjadi Luthfi Hasan untuk UII.
Dalam helaan nafas yang sama, kita
pernah terhenyak bahwa nafiri M.
Iqbal “bukanlah untuk telinga jaman
kini, tetapi untuk telinga
masadepan.” Juga Georg Buechner
dan Franz Kafka yang dicemooh
ummat pada jamannya. Atau,
“Bagaimana menceritakan laut
kepada katak yang tak pernah
beranjak dari balongnya? Bagaimana
berkata tentang salju kepada bangau
negeri tropis yang belum pernah
menjauhi kubangannya? Bagaimana
berbicara tentang masa depan
dengan orang yang asyik menatap
masa lalu? Bagaimana berbincang
mengenai hidup dengan
cendekiawan yang senang terpenjara
oleh doktrinnya sendiri?” (Daoed
Joesoef, 1992)
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Inilah Hasil Pemilihan
Balon Rektor UII

Jumlah seluruh suara dalam
pemilihan rektor terdiri 356
suara mahasiswa, 378 suara

karyawan, dan 384 suara dosen.
Namun, berdasarkan Berita Acara
KPP tentang hasil akhir
penghitungan suara, ternyata tidak
semuanya menggunakan hak
pilihnya. Rincian angka yang
menggunakan hak pilihnya adalah
sebagai berikut. Mahasiswa yang
menggunakan hak pilih adalah 213
(60 %) dari 356 suara. Karyawan
sebanyak 356 (94 %) dari 378 suara.
Dan 268 (69 %) dari 384 suara yang
digunakan dosen.

Penelahaan lebih lanjut
menunjukkan 22 suara abstain, yang
hampir seluruhnya berasal dari
lokasi pemilihan FE. Juga 3 suara
abstain di lokasi F.Psikologi/FK/
Fisibud serta 1 suara abstain di
lokasi FMIPA dan FIAI. Hasil
monitoring di lokasi memperlihatkan
adanya sikap abstain dari para
dosen. Hal ini disebabkan, untuk
sebagian, adanya kekecewaan para
dosen terhadap kebijakan Badan

Wakaf yang memberikan hak suara
yang relatif besar bagi mahasiswa.

Ditemukan juga adanya 18 surat
suara yang tidak sah, di antaranya
penulisan nama di luar 32 Bakal
Calon Rektor yang ditetapkan KPP.
Selain itu, ditemukan pula penulisan
nama yang ditambah-tambah,
misalnya ”ESH yes, Luthfi no,”
”Asal Bukan Luthfi,” tulisan dengan
huruf arab “alim mim ra’” dan
sebagainya. Tentu penulisan
semacam ini tidak kita inginkan, di
samping menjadi batal. Kejadian ini
tidak akan terjadi jika model
pemilihannya tidak dengan model
menulis nama bakal calon,
melainkan dengan model lain yang
lebih praktis dan cepat. Misalnya
dengan melingkari atau memberi
tanda ”cross” pada nomor bakal
calon.

Besarnya jumlah karyawan yang
menggunakan hak pilih dapat
dimaklumi sebab mereka terikat jam
kerja. Sedangkan kecilnya minat
mahasiswa untuk menggunakan
hak pilih disebabkan oleh waktu
pemilihan yang bersamaan libur
kuliah, sebagian tidak berminat
menggunakan hak pilih, ataupun
nyata-nyata tidak mengetahui
adanya Pilrek. Hasil monitoring
menunjukkan bahwa kecilnya
jumlah mahasiswa yang
menggunakan hak pilih adalah akibat
jadwal pemilihan yang bersamaan
libur mahasiswa, tidak optimalnya
sosialisasi, dan desain kebijakan
sosialisasi yang tidak berorientasi a
la mahasiswa. Sedangkan kecilnya
jumlah dosen yang menggunakan
hak pilih disebabkan oleh tugas
belajar dan urusan luar kota. Tentu
kasus ini tidak akan terjadi jika KPP

PERHELATAN demokrasi di
Universitas Islam Indonesia

(UII) pada 4 Februari 2006 lalu
cukup memberikan cuaca yang

menggembirakan. Hasil
monitoring  terhadap

penyelenggaraan pemilihan 32
Bakal Calon Rektor UII di
delapan lokasi pemilihan

secara umum berjalan baik
dan tidak ada permasalahan

yang berarti.

mengambil kebijakan fasilitasi bagi
mereka yang memiliki hak pilih
tetapi tidak dapat hadir di tempat
saat pemilihan. Tidak ada alasan
bagi KPP untuk tidak
memfasilitasinya mengingat
teknologi informatika
memungkinkan. Sehingga alasan
teknis semacam ini bisa dipersiapkan
sedini mungkin.

Dari delapan lokasi pemilihan,
Edy Suandi Hamid mendominasi
perolehan suara di 6 lokasi,
sedangkan Amir Mu’allim
mendulang suara di FIAI dan
Jawahir Thontowi di FH.
Munculnya dominasi perolehan
suara untuk Edy Suandi Hamid di
lokasi FE, Amir Mu’allim di FIAI,
dan Jawahir Thontowi di FH
membenarkan isu sentimen
kefakultasan masih cukup signifikan
untuk ”bahasa kampanye.”

Tabel pada halaman 9 merinci
hasil pemilihan Bakal Calon Rektor
berdasarkan 3 suara terbanyak di
delapan lokasi pemilihan.

Dari keseluruhan data tersebut,
tiga besar Calon Rektor UII adalah
Edy Suandi Hamid 284,5 (45.9 %),
Amir Mu’allim 92 (14.8) suara, dan
Luthfi Hasan 87,5 (14.1 %) suara.
Perkembangan terakhir, Luthfi
Hasan mengundurkan diri. Oleh
karena itu, menurut Peraturan
Pilrek, tinggal Edy Suandi Hamid
dan Amir Mu’allim yang berhak
dipilih pada pada pemilihan Calon
Rektor pada 25/2.
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Inilah Bursa Wakil Rektor UII

Gudang Berita

Pak Luthfi Hasan secara resmi mengundurkan diri dari pencalonanan Rektor
+ Berkah bagi kandidat lainnya….
Setelah pemilihan bakal calon, salah satu “timses” menghimbau kandidat lain
untuk mengundurkan diri
+ Evie Tamala & Imron Sadewa menghimbau-ria: Kandas.
Setelah mengerucut menjadi dua kandidat, sudah ada yang melamar jadi Warek
(Wakil Rektor) ….
+ Kalau ditolak, mau gak jadi Wakajur? Alias Wakil Kangjur, gitu lho, ….
Masing-masing kandidat diminta umumkan “team work” para wareknya agar
pemilih tidak membeli kucing dalam karung….
+ Nasi kucing 500, jeruk hangat 750, kerupuk rambak 250,… memilih menu di warung
angkirngan lebih good corporate so what ….
Banyak SMS yang menyoal, “Pilrek ini mau dibawa kemana oleh  Tim
Monitoring?”
+ Ila siratil mustaqim ….
Hasil pemilihan Balon Rektor nyaris sesuai prediksi jajak pendapat…
+ Tim monitoring sendiri gagal memprediksi dampak kenaikan harga BBM terhadap
proposal monitoring Pilrek ...
Dr. Kumalahadi, Ak.M.S.: “Melihat hasil jajak pendapat, prosentasenya belum
bisa dijadikan guidance bagi pemilih.”
+ Begitu juga dengan anggarannya, Pak. Tidak sesuai dengan guidance yang diusulkan
Saat pemilihan Balon Rektor, 30% pemilih yang tidak menggunakan hak
pilihnya diklaim sebagai tindakan golput (Golongan Putih)…
+ Putih di UII itu artinya apa ya? kan g 

jur

No Nama Fakultas

1. Abdul Jamil, SH., MH. Hukum
2. Ahmad Sobirin, Drs., Ak, MBA, Ph.D. Ekonomi
3. Asmai Ishak, Drs., M.Bus., Ph.D. Ekonomi
4. Harsoyo, Dr., Ir., M.Sc. Teknik Sipil
5. Jawahir Thontowi, SH., Ph.D. Hukum
6. Kumala Hadi, Dr., Ak, MS Ekonomi
7. Muhammad Idrus, Dr., M.Pd. Ilmu Agama Islam
8. Nazaruddin, SH, M.Hum. Hukum
9. Neni Meidawati, Dra., Ak, M.Si. Ekonomi
10. Nur Feriyanto, Drs., M.Si. Ekonomi
11. Rusli Muhammad, Dr., SH, MH. Hukum
12. Sarwidi, Ir., M.Sc, Ph.D. Teknik Sipil
13. Sumadi, Drs., M.Si. Ekonomi
14. Widodo, Prof., Ir, MSCE, Ph.D. Teknik Sipil

Sumber: Investigasi Tim Monitoring terhadap pemilih.


